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Penerapan asas dominus litis merupakan hal baru di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan
penarikan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak diatur dalam peraturan di
Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai dasar penarikan surat tuntutan oleh Jaksa
Penuntut Umum dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan
oleh Valencya dan penerapan asas dominus litis dalam penarikan surat tuntutan oleh Jaksa
Penuntut Umum dalam kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan
oleh Valencya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan
pendekatan kasus (case approach), spesifikasi penelitian preskriptif analisis. Sumber data yang
digunakan data primer dan data sekunder, data yang terkumpul disajikan dengan uraian yang
sistematis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan
perundangan di Indonesia mengenai penarikan surat tuntutan tidak diatur dalam peraturan
perundang-undangan. Namun hal tersebut dapat dilakukan oleh Jaksa Agung selaku Penuntut
Umum tertinggi yang mengendalikan perkara penuntutan di Indonesia. Jaksa Agung memiliki
dasar hukum yaitu Pasal 35 huruf ¢ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan
Republik Indonesia untuk menerapkan asas oportunitas dalam suatu perkara serta penerapan
hukum progresif.
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